WALI KOTA BONTANG

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALI KOTA DAN

Menimbang

Mengingat

WAKIL WALI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

. bahwa dalam rangka pengelolaan biaya penunjang

operasional wali kota dan wakil wali kota yang
dipergunakan  untuk  koordinasi, penanggulangan
kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan
khusus lainya agar berdayaguna dan berhasil guna serta

tertib administrasi;

. bahwa untuk memperjelas pembagian biaya penunjang

operasional antara wali kota dan wakil wali kota sehingga

dapat dimanfaatkan secara optimal;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional
Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



Menetapkan

1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3962);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN BIAYA
PENUNJANG OPERASIONAL WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Bontang.

2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.



3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Bontang.

4., Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah Kota Bontang yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan

dengan peraturan daerah.

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota

Bontang.

6. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk
mendukung pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Wali
Kota.

Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi
penganggaran, penggunaan, serta pertanggungjawaban Biaya
Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

BAB II
PENGANGGARAN

Pasal 3
(1) Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali
Kota dianggarkan dalam APBD pada kelompok belanja
tidak langsung.

(2) Penganggaran Biaya Penunjang Operasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan klasifikasi
Pendapatan Asli Daerah yang diatur dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3) Anggaran Biaya Penunjang Operasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk kegiatan
koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial
masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya
guna mendukung pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil
Wali Kota.
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(4) Pelaksanaan penganggaran Biaya Penunjang Operasional
dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah.

(5) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dituangkan pada dokumen pelaksanaan

anggaran Sekretariat Daerah.

(6) Penganggaran Biaya Penunjang Operasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Sekretaris Daerah
selaku kepala pada Sekretariat Daerah.

BAB III
PENGGUNAAN

Pasal 4
Biaya Penunjang Operasional dipergunakan untuk
koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat,
pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung
pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 5
Besarnya penggunaan Biaya Penunjang Operasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan

Keputusan Wali Kota.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6
Pertanggungjawaban Biaya Penunjang Operasional Wali Kota
dan Wakil Wali Kota dalam bentuk Iumpsum dengan

melampirkan bukti kuitansi (tanda terima) uang.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Wali Kota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 31 Mei 2018
WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang

pada tanggal 31 Mei 2018
Pj. SEKRETARI$S DAERAH KOTA BONTANG,

ARTAHNAN
BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2018 NOMOR 13



